
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

Motto : 

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu ( 

terhadap sumpah-sumpah mu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang kamu perbuat. 

 (Q.S An-Nahl : 91) 
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ABSTRAK 

ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PADA PERJANJIAN 

FIDUSIA DI INDONESIA 

Fathan Elan Yuukhaa Mukhtarudin 

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas 

dari konsekuensi hukum. Oleh karena dalam pelaksanaannya pasti akan 

menemukan banyak kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak 

sehingga terhadapnya dapat dikenakan pertanggung jawaban akan akibat 

hukum yang terhadap suatu kesalahan atau kelalaian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam 

mengenai Mekanisme Pengaturan Jaminan Fidusia dan Perlindungan 

Hukum bagi Kreditur di dalam kegiatan Perjanjian Jaminan Fidusia di 

Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriptif yang di ambil menggunakan data sekunder yang di 

peroleh melalui penelitian Kepustakaan (Library Research) yang bersumber 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. 

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa 

Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dari pasal 5, pasal 11, pasal 19 dan 

pasal 25. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada jaminan 

perjanjian fidusia yaitu, apabila debitur cidera janji, kreditur mempunyai 

hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan 

atas kekuasaannya sendiri, adanya peraturan bahwa pemberi fidusia dilarang 

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda 

persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima 

Fidusia, dan berlakunya Asas Droit De Suite (Hak yang terus mengikuti 

pemilik benda). 

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Kreditur, 

Perjanjian 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga 

keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, 

yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan 

pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang 

maupun jangka pendek.  

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan 

yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi 

kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali 

tepat pada waktunya.
1
 Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam system 

hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. 

 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik.
2
 Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan 

pasal 1152 KUHPerdata menyatakan pula. Bahwa 

                                                             
1 Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada perjanjian Fidusia”, 

Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. No 1, 2013, hlm. 44. 

2
 Moch Isnaeni, Noktah Ambigu Normba lembaa jaminan Fidusia (Surabaya: PT. 

Revka Petra Media, 2014), hlm.96. 
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jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan 

tersebut akan tidak sah. 

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui kegunaannya dengan 

adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya akan disebut dengan UUJF yang 

telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.
3
 Sebagaimana 

diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda 

bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang 

terdaftar di kantor pendaftaran fidusia, yaitu sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan 

daripada para kreditor lainnya. 
4
 

Sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu 

benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang 

penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya 

hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan 

sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si 

debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu 

                                                             
3
 Daniel Romi Sihombing, “Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi 

dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Fidusia”, Jurnal Hukum Media Justisia Nusantara, Vol. 6 No. 1, Februari 2016, 

hlm, 30. 
4
 Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada perjanjian 

Fidusia”, Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. No 1, 2013, hlm. 42. 
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benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-

Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditorya dan hak tersebut juga dapat 

dialihkan kepada pihak lain.  

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat 

accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam 

penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 tahun 1999 dan harus 

dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan 

fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI 

atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 

didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang permohonan 

pendaftarannya diajukan oleh penerima fidusia dengan memperhatikan 

syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas 

dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima 

fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang tanggalnya sama dengan 

tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (registration of 

titles). Sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan suatu putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya 

sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi.
5
 

                                                             
5
 Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur melalui perjanjian jaminan 

Fidusia”. Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 24 No. 01, Februari 2011, hlm. 308. 
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 Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan 

fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh 

menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang 

lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJF No. 42 tahun 1999. 

Menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian 

fidusia secara akta notarfil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta 

notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam 

perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak 

preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang 

tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda 

jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda 

bergerak yang sangat beresiko perpindahannya, akibatnya penerima 

fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de 

suite.  

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk 

dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara 

lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti 

pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan 

biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda 



5 
 

  

jamainan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan 

pendidikan hukum dalam masyarakat.
6
 

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak 

terlepas dari konsekuensi hukum. Oleh karena dalam pelaksanaannya 

pasti akan menemukan banyak kesalahan ataupun kelalaian dari salah 

satu pihak sehingga terhadapnya dapat dikenakan pertanggung jawaban 

akan akibat hukum yang terhadap suatu kesalahan atau kelalaian. Kondisi 

tidak terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal dengan wanprestasi. 

Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan , 

melaksanakan yang di perjanjikan tidak sebagaimana semestinya, 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan.
7
 

 Tujuan perlindungan hukum terhadap kreditur terutama bagi 

perusahaan pembiayaan melalui jaminan fidusia ini, adalah untuk 

keamanan sebagai suatu kepastian bahwa nasabah kreditur akan melunasi 

pinjaman kredit. Oleh karena itu, perlu adanya penelaahan lebih jauh 

mengenai persoalan yang muncul dari adanya pengaturan jaminan fidusia 

di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut 

di atas, makan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“ANALISIS PENGATURAN JAMINAN FIDUSIA DAN 

                                                             
6
 Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada perjanjian 

Fidusia”, Jurnal Independent Fakultas Hukum. Vol 1. No 1, 2013, hlm. 45. 
7
 Evalina Yessica, “Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan Hukum 

dan Wanprestasi”, Jurnal Repertorium, Vol 1. No 2, November 2014, hlm. 52. 
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PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PADA PERJANJIAN 

FIDUSIA DI INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan jaminan fidusia di Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur 

pada perjanjian fidusia? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

1. Ruang Lingkup 

Agar tidak meluasnya pembahasan  dalam skripsi ini, maka 

dilakukan pembatasan kajian permasalahan, yaitu akan membahas 

tentang pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia dan 

perlindungan hukum kreditur pada perjanjian fidusia. Serta tidak 

menutup kemungkinan akan membahas hal hal yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah untuk menganalisis dan 

menjelaskan: 

a. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia. 
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b. Bentuk dan Mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur pada 

perjanjian fidusia. 

 

 

D. Kerangka Konseptual 

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap 

sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara 

mendalam.
8
 

2. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. 
9
 

3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 42 

Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia) 

                                                             
8
Wikipedia 2020, “Analisis”, https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis, di akses pada 

hari kamis 1 Oktober 2020 pukul 14.14 WIB. 

 
9
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, Cetakan ketiga, Jakarta, 

hlm 128. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis
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4. Perlindungan Hukum adalah adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang 

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

5. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 

Undang-Undang. (Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No 42 Tahun 1996 

tentang Jaminan Fidusia). 

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan Hukum dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. 

(Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

7. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. ( Pasal 1 

Ayat 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia). 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk membahas masalah yang di kemukakan di atas, maka 

penulis akan menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

Sifat penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
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Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, 

kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, 

serta doktrin (ajaran).
10

 Lebih lanjut mengenai penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah 

atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau 

peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan 

suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu 

peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa 

itu menurut hukum.
11

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada 

norma-norma hukum.
12

 Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri 

Mamudji telah memberikan pendapatnya tentang penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan kepustakaan (data sekunder). 

2. Sumber Data 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis 

data yang di gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang 

diteliti adalah sebagai berikut : 

                                                             
 

10
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33 

 
11

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.36. 

 
12

 Bambang Waluyo, 1997, Metode Penelitian Hukum, Semarang, PT. Ghalia 

indonesia, hlm. 13 
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukukm yang mengikat 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.
13

 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa : Rancangan 

peraturan penrundang-undangan, perundang-undangan yang tidak 

berlaku, hasil karya ilmiah , hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain 

sebagainya.
14

 

 

c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan mendalam 

mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

antara lain : 

1. Ensiklopedia Indonesia; 

2. Kamus Hukum; 

3. Kamus Bahasa English-Indonesia; 

4. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;
15

 

 

                                                             
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2005, hlm 93. 
14

 Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan 

Praktif), Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 212. 
15

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2010, hlm 114. 
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3. Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui 

pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan 

dan pendekatan perbandingan maka yang harus di cari adalah 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan 

kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 

Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara dan kemudian 

dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di 

Indonesia.
16

 Karena metode penelitian data juga dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan 

memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian.
17

 

4. Analisis Data  

  Data dianalisis secara Kualitatif-Normatif dengan jalan 

menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam 

dokumen dan Perundang-undagan. Normatif karena penelitian ini 

bertitik tolak dari Peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum 

positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak 

pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.
18

 

F. Sistematika Penulisan 

                                                             
16

 Peter Mahmud Marzuki, loc.cit. 
17

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 106. 
18

 Bambang Sunggono, Op.cit., hlm 5. 
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Rancangan skripsi ini di susun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) bab dalam sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang perumusan  

masalah ruang lingkup dan tujuan definisi konseptual 

metode penelitian sistematika penulisan. 

BAB II : Dalam bab dua ini merupakan tinjuan pustaka yang  

berisikan  uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek 

penelitian yaitu  mengenai : 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia 

B. Perjanjian 

C. Bentuk Perlindungan Hukum 

D. Kreditur 

BAB III : Dalam bab tiga ini merupakan pembahasan, dalam bab ini      

akan menguraikan analisi tentang : 

A. Pengaturan Hukum tentang Jaminan Fidusia di 

Indonesia 

B. Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Pada 

Mekanisme Perjanjian Fidusia di Indonesia 

BAB IV      : Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 
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